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ABSTRAK
Studi ini bertujuan untuk menganalisis kapasitas Uni Eropa sebagai regulator digital
global melalui implementasi Al Act serta mekanisme difusi normatifnya di tingkat
internasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan analisis
dokumen dan studi kasus pada Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok, studi ini
mengeksplorasi bagaimana Uni Eropa memproyeksikan standar teknis dan nilai-nilai
kemanusiaan melampaui batas-batas teritorialnya. Kerangka analisis dibangun dengan
mengintegrasikan teori Efek Brussels untuk menjelaskan kekuatan pasar Uni Eropa dan
perspektif konstruktivisme untuk menangkap dimensi identitas normatifnya. Temuan
studi ini menunjukkan bahwa Al Act telah menjadi standar emas global melalui
mekanisme difusi de facto oleh perusahaan teknologi multinasional dan de jure melalui
adopsi legislasi oleh negara-negara ketiga. Namun, kepemimpinan regulatif ini
menghadapi tantangan besar dari kontestasi geopolitik, terutama dari model inovasi
agresif Amerika Serikat dan model kontrol negara Tiongkok, yang memicu risiko
fragmentasi digital global atau splinternet. Studi ini melihat perlunya keseimbangan
strategis antara adopsi standar perlindungan tinggi Uni Eropa dengan penguatan
kedaulatan digital nasional untuk menghindari ketergantungan teknologi jangka panjang.

Kata Kunci: Al Act; Efek Brussels; regulator digital global; kekuatan normatif Eropa

ABSTRACT
This study examines the European Union's capacity as a global digital regulator through the
implementation of the Al Act and its international normative diffusion mechanisms. Utilizing
a qualitative approach involving document analysis and focused case studies on the United
States, China, and Indonesia, the article explores how European Unio projects technical
standards and human-centric values beyond its territorial borders. The analytical
framework is constructed by integrating the Brussels Effect theory to explain European
Union’s market power and Constructivism to capture its normative identity dimension. The
findings indicate that the Al Act has become a global "gold standard"” through de facto
diffusion mechanisms by multinational technology companies and de jure adoption by third-
party countries. Nevertheless, this regulatory leadership faces significant geopolitical
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challenges, particularly from the United States' innovation-driven model and China's state-
centric approach, which trigger the risk of global digital fragmentation or a "splinternet”.
This study suggests a strategic balance between adopting high EU protection standards and
strengthening national digital sovereignty to prevent long-term technological dependence.

Keywords: Al Act; Brussels Effect; global digital regulator, normative power Europe

Pendahuluan
Perkembangan pesat kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/Al) selama satu

dekade terakhir telah mendorong transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Teknologi Al
menawarkan peluang besar, mulai dari peningkatan produktivitas, inovasi layanan
publik, hingga efisiensi sektor industri namun juga menimbulkan risiko signifikan seperti
pelanggaran privasi, bias algoritmik, ketimpangan ekonomi, dan ancaman terhadap
keselamatan publik. Menanggapi tantangan ini, Uni Eropa muncul sebagai salah satu aktor
utama yang berupaya untuk menyusun kerangka regulasi yang komprehensif melalui
inisiatif yang dikenal luas sebagai Al Act. Rancangan Undang-Undang Al Act menonjolkan
pendekatan berbasis risiko, mekanisme akuntabilitas, serta ketentuan yang berpotensi
memiliki jangkauan ekstrateritorial terhadap penyedia layanan dan produk digital di luar
wilayah Uni Eropa. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang kapasitas Uni
Eropa, sebagai salah satu aktor, untuk bertindak bukan hanya sebagai pembentuk
regulasi di tingkat domestik, namun juga sebagai global digital regulator yang sekaligus
melakukan ekspor/transfusi norma dan standar teknis ke pasar global.

Al Act bukan hanya dilihat sebagai dokumen legal/hukum di domestik negara-
negara anggota Uni Eropa, namun juga sebagai sebuah instrumen politik internasional
yang mencerminkan ambisi Uni Eropa untuk menjadi penentu standar digital global. Al
Act dinilai sebagai sebuah kerangka yang penting karena mekanisme akuntabilitas yang
ketat serta ketentuan ekstrateritorial yang memiliki potensi untuk dapat menjangkau
penyedia layanan dan produk digital di luar wilayah Uni Eropa. Hal ini dapat terjadi
bilamana produk tersebut memiliki interaksi dengan pasar tunggal Eropa, yang

mencakup lebih dari 450 juta konsumen. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting
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terkait kapasitas Uni Eropa, sebagai sebuah aktor, untuk bertindak melampaui batas-
batas teritorialnya, mengekspor/mentransfusi norma dan standar teknisnya melalui
kekuatan regulatif dan pasar.

Keberadaan Al Act sebagai pionir dari regulasi horizontal menciptakan dinamika
baru dalam persaingan teknologi dunia, di mana Uni Eropa berusaha memposisikan
dirinya di antara model pasar bebas Amerika Serikat yang agresif dan model kontrol
negara Tiongkok yang sentralistik. Dengan mengadopsi peran sebagai regulator global,
Uni Eropa tidak hanya melindungi warga negaranya dari penyalahgunaan teknologi,
tetapi juga berupaya menciptakan kedaulatan digital yang memungkinkan Eropa untuk
tetap relevan di tengah dominasi raksasa teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok.
Analisis terhadap kehadiran Al Act menjadi penting untuk dilakukan guna memahami
bagaimana kekuatan regulatif dapat digunakan sebagai sarana pengaruh geopolitik,
sekaligus untuk mengidentifikasi mekanisme yang memungkinkan terjadi ekspor/difusi
norma digital Eropa ke negara-negara lain, termasuk Indonesia dan kawasan ASEAN.

Kajian mengenai kapasitas Uni Eropa dalam mengatur lanskap digital global telah
dibahas oleh Anu Bradford yang menjelaskan bahwa Uni Eropa memiliki kekuatan unik
untuk mengatur urusan global secara sepihak melalui standarnya sendiri tanpa perlu
mencari kerja sama internasional formal atau menggunakan institusi multilateral atau
yang disebut sebagai “The Brussels Effect” (Bradford, 2012). Kekuatan ini bersumber dari
ukuran dan kekayaan pasar tunggal Eropa yang memaksa perusahaan multinasional
untuk secara sukarela mengadopsi standar Uni Eropa di seluruh operasi global mereka
guna menghindari biaya pengelolaan sistem yang berbeda-beda (European Parliament,
2024). Dalam konteks Al, Bradford berpendapat bahwa Al Act akan menjadi "frontir
baru”, di mana standar teknis Eropa dinilai dapat menjadi basis de facto bagi
pengembangan Al di seluruh dunia (Mol, 2024).

Meskipun demikian, optimisme terhadap dominasi regulatif Uni Eropa bukan
tanpa kritik. Sina Hoch (2025) berargumen bahwa Al memunculkan tantangan tata kelola
yang berbeda dibandingkan sektor kimia atau privasi data. Adanya resiko “rule dilution”
atau pengenceran aturan akibat adanya tekanan persaingan dari Amerika Serikat dan

Tiongkok. Pada tahun 2023, Uni Eropa sempat melunakkan pembatasan pada model Al
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tujuan umum (GPAI) menyusul adanya lobi intensif dari perusahaan rintisan (Start-up
company) dari Eropa, seperti Mistral Al dan Aleph Alpha, yang khawatir akibat adanya
aturan ketat yang dapat memicu matinya inovasi dalam negeri.

Marco Almada dan Anca Radu (2024) dalam studinya memperkenalkan konsep
“The Brussels Side-Effect”, di mana menjelaskan bahwa difusi Al Act sebagai acuan regulasi
global dapat secara tidak sengaja merusak nilai-nilai Eropa yang ingin dipromosikan. Hal
ini dapat terjadi dikarenakan AI Act didasarkan pada logika keselamatan produk (product
safety), di mana instrumen ini cenderung mempersempit perlindungan hak asasi manusia
menjadi sekadar daftar kepatuhan teknis. Jika negara-negara lain mengadopsi Al Act
tanpa adanya tradisi perlindungan hak yang kuat, hasilnya mungkin adalah regulasi yang
memprioritaskan integrasi pasar daripada perlindungan warga negara, di mana hal ini
berlawanan dengan narasi human-centric Al yang diusung oleh Uni Eropa.

Lebih lanjut, Charlotte Siegmann dan Markus Anderljung (2022) mengidentifikasi
mekanisme teknis difusi norma Uni Eropa melalui Al Act tersebut, di mana persyaratan
Al Act untuk sistem “berisiko tinggi” seperti manajemen risiko, pencatatan (record-
keeping), dan transparansi memiliki biaya variabel yang rendah. Hal ini tentunya dapat
memberikan insentif bagi perusahaan seperti OpenAl atau Google untuk menerapkan
fitur-fitur ini secara global guna memberikan sinyal kepercayaan kepada konsumen di
luar Eropa. Namun, studi lain menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang tinggi justru
dapat memperkuat dominasi perusahaan teknologi besar dan menghambat akses pasar
bagi pemain kecil di negara berkembang (Bignami et al., 2025).

Dalam dimensi konstruktivis, Rurua (2024) berpendapat bahwa identitas Uni
Eropa sebagai regulator yang ketat telah dikonstruksi melalui sejarah panjang General
Data Protection Regulation (GDPR) dan instrumen lainnya, sehingga menciptakan adanya
ekspektasi di tingkat internasional yang memaksa Uni Eropa untuk terus menghasilkan
standar tinggi guna mempertahankan legitimasinya (Bignami et al., 2025). Di sisi lain,
studi lain mengamati dampak Al Act terhadap organisasi regional seperti ASEAN
(Musthafa & Arundhati, 2025), di mana ditemukan bahwa meskipun ASEAN mengadopsi

elemen-elemen dari Al Act ke dalam dokumen kebijakan kooperatifnya, implementasi di
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lapangan bisa tetap terhambat disebabkan adanya perbedaan kesiapan teknologi dan
prioritas politik nasional yang sangat beragam di antara negara-negara Asia Tenggara.
Penelitian oleh Marchenko (2022) menambahkan perspektif hukum dengan
menganalisis bagaimana Al Act mencoba menutup celah dalam GDPR yang sudah ada,
khususnya terkait teknologi biometrik dan manipulasi algoritmik (Fitriyah & Abdulovna,
2024). Studi lain juga menyoroti kompleksitas interaksi antara Al Act dengan “digital
acquis” Uni Eropa lainnya seperti Digital Services Act (DSA) dan Digital Markets Act
(DMA) (Bogucki et al., 2022), yang secara kolektif membentuk satu ekosistem regulasi

yang sangat kuat namun sulit untuk dinavigasi oleh aktor eksternal (Graux et al., 2025)

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus utama pada

analisis dokumen dan studi kasus untuk memberikan gambaran mendalam mengenai
mekanisme regulatif dan difusi norma yang terkandung dalam Al Act. Data primer terdiri
dari dokumen teks resmi (proposal dan teks final Al Act bila tersedia), komunikasi serta
white papers dari Komisi Eropa, rancangan amandemen, dan pernyataan resmi Parlemen
Eropa serta the Council. Data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah, policy briefs dari
think-tank, laporan industri, serta konten media yang relevan untuk menangkap respons
aktor eksternal.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Al Act mencerminkan
kemampuan regulatif Uni Eropa yang memiliki dampak di tingkat internasional, serta
mengidentifikasi mekanisme difusi norma tersebut ke aktor non-Uni Eropa seperti
perusahaan teknologi multinasional dan negara-negara lain. Dengan menggunakan
pendekatan analisis dokumen dan studi kass, penelitian ini membatasi ruang lingkupnya
pada analisis teks kebijakan utama (proposal Al Act dan dokumen pendukung Komisi
Eropa) serta perbandingan singkat terhadap pendekatan regulasi di aktor lain.

Studi kasus yang digunakan yakni melalui perbandingan pendekatan yang
dilakukan oleh Uni Eropa dengan strategi regulasi di Amerika Serikat dan Tiongkok pada
periode tahun 2024-2025 (Sajduk & Dziwisz, 2024). Pemilihan fokus ini didasarkan pada

posisi Amerika Serikat dan Tiongkok yang dianggap sebagai pemimpin pasar teknologi
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dunia yang menawarkan model tata kelola yang mungkin berbeda bila dibandingkan
dengan model Uni Eropa. Melalui perbandingan ini, penelitian ini diharapkan dapat
menilai sejauh mana standar Uni Eropa benar-benar diadopsi atau justru mendapatkan

resistensi dari Amerika Serikat dan Tiongkok.

Kerangka Teoritis
Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teori besar dalam

Hubungan Internasional. Konsep pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah
konsep “The Brussels Effect” yang dikembangkan oleh Anu Bradford. Konsep “The Brussels
Effect” menempatkan Uni Eropa sebagai kekuatan pasar yang mampu melakukan
globalisasi regulatif secara unilateral (Bradford, 2012). Berbeda dengan konsep hard
power (seperti kekuatan militer) atau konsep soft power tradisional, konsep “The Brussels
Effect” dapat berjalan melalui mekanisme pasar. Terdapat lima kondisi utama agar “The
Brussels Effect” dapat terjadi: ukuran pasar yang besar, kapasitas regulatif yang kuat,
standar yang ketat, target regulasi yang tidak elastis, dan produk yang tidak dapat
dipisahkan atau non-divisible (Mol, 2024). Dalam konteks Al Act, di mana perusahaan
teknologi besar mengandalkan akses ke pasar konsumen Eropa, perusahaan sering kali
menemukan bahwa akan lebih efisien untuk menerapkan standar Al Uni Eropa ke seluruh
produk perusahaan secara global, bila dibandingkan dengan perusahaan yang harus
menciptakan versi produk yang berbeda-beda untuk setiap yurisdiksi (Siegmann dan
Anderljung, 2022).

Mekanisme Efek Brussels terbagi menjadi dua jalur: de facto dan de jure. Jalur de
facto terjadi ketika perusahaan swasta mengadopsi standar Uni Eropa sebagai praktik
bisnis global mereka karena insentif ekonomi. Jalur de jure terjadi ketika pemerintah
negara lain secara sadar mengadopsi atau meniru kerangka hukum Uni Eropa ke dalam
undang-undang nasional mereka, baik untuk memudahkan akses perdagangan ke Eropa
maupun karena mereka menganggap model regulasi Uni Eropa sebagai standar emas
yang telah teruji. (Musthafa & Arundhati, 2025).

Perspektif konstruktivisme juga digunakan dalam penelitian ini untuk

menjelaskan dimensi ideasional dan normatif dari Al Act. Konstruktivisme menekankan
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bahwa struktur internasional tidak hanya dibentuk oleh distribusi kapabilitas material
(seperti ukuran pasar), namun juga oleh distribusi ide, nilai, dan identitas (Bilad dan
Zakariyas, 2011). Uni Eropa tidak hanya bertindak sebagai entitas ekonomi, tetapi juga
sebagai kekuatan normatif yang berupaya untuk mendefinisikan terkait apa yang
dianggap sebagai teknologi yang "baik", "etis", dan "dapat dipercaya” (Rachmawati,
2012). Melalui Al Act, Uni Eropa mengonstruksi identitas digitalnya sebagai pelindung
hak asasi manusia di tengah era algoritma. Hal ini menjadi sebuah narasi yang dapat
memberikan legitimasi moral bagi standar-standar teknisnya (Gerrits, 2009).

Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini berupaya untuk
melihat bagaimana kekuatan institusional dan kelembagaan Uni Eropa dapat
mengekspor/mendifusikan kapasitas regulatifnya melalui saluran pasar. Kedua, dengan
menggunakan pendekatan konstruktivisme, penelitian ini bertujuan untuk melihat
bagaimana proses pembentukan norma dan penerimaan sosial-politik atas standar yang
dibawa oleh Al Act melalui retorika, framing risiko, dan pembentukan identitas

(European Commission, 2025).

Hasil dan Pembahasan
Arsitektur Al Act dan Kapasitas Regulatif Uni Eropa

Al Act secara resmi diberlakukan pada tahun 2024, menandai era baru dalam tata
kelola teknologi global dengan memperkenalkan kerangka hukum horizontal pertama
yang mengatur kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risikonya. Kapasitas regulatif Uni
Eropa tercermin dari kemampuannya untuk mengklasifikasikan teknologi yang sangat
kompleks ke dalam kategori hukum yang jelas, yang bertujuan untuk menyeimbangkan
antara keamanan warga negara dengan kebutuhan akan inovasi industri. Pendekatan
berbasis risiko ini membagi sistem Al ke dalam empat tingkatan yang menentukan
kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh para pengembang dan pengguna (European

Commission, n.d.).
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Tabel 1. Pembagian Resiko

Tingkat Resiko Contoh Aplikasi Kewajiban Hukum
Tidak Dapat Skor sosial (social scoring), Dilarang sepenuhnya di
Diterima manipulasi perilaku, wilayah Uni Eropa.

biometrik real-time.
Tinggi (High Risk) | Infrastruktur kritis, pendidikan, | Sertifikasi ketat,
rekrutmen, penegakan hukum. | pengawasan
manusia, kualitas data
tinggi.
Terbatas (Limited Chatbot, deepfake, konten yang | Kewajiban transparansi
Risk) dihasilkan Al. (pengguna harus tahu itu
Al).
Minimal/Tanpa Filter spam, video game Tidak ada kewajiban
Risiko berbasis tambahan (bebas
Al sederhana. digunakan).

Kapasitas regulatif Uni Eropa didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang
kuat, di mana Uni Eropa membentuk Kantor Al (Al Office) di tingkat supranasional untuk
mengawasi implementasi aturan Al Act, terutama bagi model Al tujuan umum (GPAI)
yang memiliki risiko sistemik. Pelanggaran terhadap ketentuan Al Act dapat dikenakan
denda yang besar, di mana hal ini merupakan sebuah mekanisme yang memberikan posisi
tawar bagi Uni Eropa ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional. Hal ini
menunjukkan bahwa Uni Eropa bukan hanya sekadar pembuat norma, tetapi juga
memiliki kekuatan yang bersifat administratif untuk menegakkan standar tersebut
(Smuha et al.,, 2025).

Selain itu, cakupan Al Act yang lintas batas menjadi kekuatan utama dari kapasitas
Uni Eropa sebagai regulator digital global. Pasal-pasal dalam regulasi ini secara eksplisit
menyatakan bahwa aturan tersebut berlaku bagi penyedia sistem Al yang menempatkan
produk mereka di pasar Uni Eropa atau menggunakannya di wilayah tersebut, terlepas
dari apakah penyedia itu berbasis di luar Uni Eropa. Lebih lanjut, bilamana sistem Al
dioperasikan di luar Uni Eropa, namun memiliki luaran yang digunakan di dalam wilayah

teritorial Uni Eropa, aturan Al Act tersebut tetap diberlakukan.
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Mekanisme Difusi: Efek Brussels De Facto dan De Jure dalam Al

Mekanisme utama yang membuat Al Act memiliki dampak luas dapat dilihat
menggunakan konsep “The Brussels Effect”. Secara de facto, ekspor/difusi terjadi melalui
penyesuaian operasional yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi
di wilayah Uni Eropa. Raksasa teknologi, seperti Microsoft, Google, dan Meta, menghadapi
dilema ekonomi ketika dihadapkan pada regulasi yang ketat di pasar seperti halnya
denfan Uni Eropa. Perusahaan multinasional tersebut pada akhirnya memiliki pilihan
untuk menciptakan produk yang dikhususkan untuk pasar Eropa, yang memenuhi
standar Al Act, atau memilih untuk menyeragamkan seluruh basis teknologi agar bisa
sesuai dengan standar tertinggi Eropa. Dalam industri perangkat lunak dan Al misalnya,
biaya untuk memelihara dua “technology stacks” yang berbeda, sering kali lebih mahal bila
dibandingkan dengan menerapkan fitur kepatuhan secara universal.

Proses yang disebut “early forking” ini menjadi pendorong utama adanya
ekspor/difusi secara de facto. Hal ini terjadi ketika pengembang Al membangun model
dasar, seperti GPT-4 atau Gemini, di mana perusahaan harus memutuskan sejak awal
apakah model tersebut akan menyertakan mekanisme transparansi, akuntabilitas, dan
keamanan yang diminta oleh Uni Eropa. Pertimbangan ini penting dikarenakan Uni Eropa
merupakan pasar yang besar, dengan 450 juta konsumen yang memiliki daya beli tinggi,
maka pengembang cenderung memilih jalur kepatuhan penuh. Konsekuensi dari pilihan
tersebut, fitur-fitur seperti pelabelan konten Al (watermarking) atau dokumentasi teknis
yang ketat mulai diterapkan oleh perusahaan, termasuk untuk pengguna di Amerika
Serikat atau Asia. Hal ini dilakukan guna mencapai skala ekonomi dan kepastian hukum
yang lebih pasti.

Secara de jure, Al Act memiliki fungsi sebagai templat legislatif bagi pemerintah
negara lain yang sedang merumuskan kebijakan Al. Negara berkembang yang tidak
memiliki kapasitas teknis atau sumber daya administratif untuk merancang regulasi Al
dari nol, memiliki kecenderungan untuk merujuk pada peraturan Al Act. Sebagai contoh,
Brazil yang telah merancang Rancangan Undang-Undang Al, mendapatkan pengaruh yang
besar atas adanya klasifikasi risiko yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Selain itu,

ASEAN telah memasukkan elemen-elemen Al Act ke dalam “ASEAN Responsible Al
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Roadmap 2025-2030”, di mana hal ini dilakukan bukan hanya didorong oleh adanya
keinginan untuk melindungi warga negara, namun juga oleh kebutuhan untuk
mengurangi hambatan perdagangan dengan Uni Eropa. Dengan memiliki aturan yang
mengadopsi standar-standar aturan dalam Al Act, perusahaan domestik di negara-negara
dunia ketiga akan lebih mudah mengekspor produk teknologi mereka ke pasar Uni Eropa
tanpa perlu melakukan penyesuaian yang besar, khususnya terkait regulasi.

Proses ekspor/difusi pada akhirnya juga menghadapi tantangan berupa “Brussels
Side-Effect”, di mana dengan mengekspor model keselamatan produk sebagai kerangka
kerja hak asasi manusia, Uni Eropa secara tidak sengaja melemahkan perlindungan hak
fundamental di yurisdiksi negara lain yang tidak memiliki sistem pengawasan yudisial
yang sekuat Uni Eropa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil akhir dari ekspor/difusi ini tidak
selalu selaras dengan ambisi normatif Uni Eropa bila hanya mengadopsi Al Act secara
administratif tanpa adanya proses internalisasi nilai-nilai demokrasi.

Kontestasi Geopolitik: Tantangan dari Amerika Serikat dan Tiongkok

Dalam peta kekuatan teknologi dunia, Uni Eropa sering digambarkan sebagai aktor
yang mengedepankan kerangka regulasi yang jelas, di mana berbeda dengan Amerika
Serikat yang lebih mengedepankan kekuatan inovasi dan Tiongkok yang mengedepankan
kekuatan kontrol negara. Kondisi ini menciptakan eskalasi di mana baik Uni Eropa,
Amerika Serikat maupun Tiongkok, masing-masingnya berupaya menetapkan visi global
terkait masa depan kecerdasan buatan. Amerika Serikat, di bawah kebijakan administrasi
Presiden Trump pada akhir tahun 2025, secara eksplisit menolak model regulasi Uni
Eropa yang dianggap sebagai hambatan bagi inovasi dan dominasi teknologi Amerika
Serikat. Melalui Executive Order 14365 yang ditandatangani pada 11 Desember 2025,
Presiden Trump menetapkan kebijakan nasional untuk menjaga dominasi Al melalui
kerangka kerja yang lebih minim hambatan. Perintah eksekutif ini tidak hanya bertujuan
untuk mendorong pertumbuhan industri domestik, namun juga untuk melawan
fragmentasi hukum yang disebabkan oleh aturan-aturan tingkat negara bagian di
Amerika Serikat (seperti di Colorado atau California) yang mulai meniru pola Al Act
Eropa. Dengan kondisi demikian, Amerika Serikat memandang Al sebagai instrumen

utama dalam persaingan geopolitik dengan Tiongkok, sehingga regulasi yang
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mengutamakan hak asasi manusia di atas kecepatan inovasi dianggap dapat merusak

keamanan nasional dan daya saing ekonomi Amerika Serikat (Coghlan, 2026).

Tabel 2. Perbandingan Strategi Regulasi Al

Fitur Strategi Uni Eropa Amerika Serikat Tiongkok
(AI Act) (EO 2025) (AIPlus 2025)
Fokus Utama Keamanan & Hak Inovasi & Keamanan Kontrol Negara &
Asasi Manusia Nasional Pertumbuhan
Model Tata Kelola  Horizontal (semua  Sektoral & Sukarela Vertikal & Berbasis
sektor) Izin
Kedaulatan Kedaulatan Dominasi Kedaulatan
Digital Teknologi (Pasar) Informasi (Negara)
(Regulasi)
Diplomasi Ekspor Standar Aliansi Inisiatif Tata Kelola
Normatif Inovasi Global
Demokratis

Di sisilain, Tiongkok menawarkan model yang lebih terstruktur dan berpusat pada
negara. Pada Juli 2025, Tiongkok mengumumkan “Global Al Governance Action Plan” yang
bertujuan untuk mempromosikan visi Al yang berfokus pada pembangunan infrastruktur,
kedaulatan nasional, dan “keadilan” bagi negara-negara Selatan atau Global South.
Strategi “Al Plus” Tiongkok bertujuan untuk mengintegrasikan Al ke dalam seluruh sendi
ekonomi nasional sehingga dapat tercapainya kemandirian teknologi dan lepas dari
bayang-bayang ketergantungan dengan negara-negara Utara atau Global North.

Meskipun demikian, Tiongkok masih mengadopsi beberapa bahasa teknis yang
serupa dengan Al Act, seperti klasifikasi risiko untuk algoritma dan teknologi sintesis
mendalam. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi tersebut selaras dengan
nilai-nilai sosialisis dan tidak mengancam stabilitas politik domestik Tiongkok. Diplomasi
Al Tiongkok juga dilakukan melalui jalur Belt and Road Initiative (BRI), di mana Tiongkok
menawarkan bantuan teknis dan infrastruktur komputasi kepada negara-negara
berkembang, yang seringkali datang dengan paket standar teknologi Tiongkok sebagai
alternatif dari standar Barat (Kennedy dan Wong, 2025).
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Persaingan ini menunjukkan bahwa Al Act tidak hanya beroperasi dalam ruang
lingkup internal negara-negara anggota Uni Eropa, namun Uni Eropa juga, pada akhirnya,
bertindak sebagai regulator global yang bergantung pada kemampuannya untuk
meyakinkan negara-negara lain bahwa model “human-centric” lebih unggul dibandingkan
dengan model inovasi agresif Amerika Serikat atau model kontrol dari Tiongkok.
Persaingan ini bukan hanya soal standar teknis, namun juga sebagai pertarungan ideologi
mengenai peran teknologi dalam masyarakat modern (Papadopoulou, 2025).

Kritik dan Masa Depan: Dominasi Regulatif vs. Fragmentasi Digital

Meskipun Uni Eropa telah berhasil memposisikan dirinya sebagai regulator digital
global melalui AI Act, dominasi ini masih diliputi dengan ketidakpastian. Salah satu kritik
utama terhadap Al Act adalah sifatnya yang “knowledge-intensive” dan birokratis, di mana
hal ini dapat menciptakan beban administratif bagi perusahaan dengan skala kecil dan
menengah (SME). Analisis menunjukkan bahwa biaya kepatuhan yang tinggi cenderung
menguntungkan perusahaan besar, di mana memiliki sumber daya untuk bisa
menjalankan berbagai aturan dalam Al Act. Kondisi ini dapat memperkuat monopoli
perusahaan-perusahaan teknologi besar yang pada awalnya ingin dibatasi oleh Uni Eropa
(Bignami et al.,, 2025).

Selain itu, muncul fenomena fragmentasi digital global di mana standar Uni Eropa
tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan. Dengan adanya langkah agresif dari Amerika
Serikat untuk menentang regulasi ekstrateritorial dan upaya Tiongkok untuk
mempromosikan standarnya sendiri ke negara-negara Selatan, hal ini menciptakan
adanya pembagian negara-negara ke dalam beberapa "blok teknologi" atau “splinternet”.
Konsekuensi lainnya yakni di mana perusahaan teknologi besar dapat memilih untuk
keluar dari pasar Eropa bila menilai biaya kepatuhan atas regulasi Al Act ini dianggap
lebih besar bila dibandingkan dengan potensi keuntungan yang akan didapat, atau jika
ada pasar alternatif yang cukup besar dengan aturan yang lebih longgar (Chollete, 2025).

Dalam dimensi/perspektif konstruktivis, adanya ketegangan antara retorika “Al
untuk kebaikan” dengan realitas ekonomi politik Uni Eropa. Upaya Uni Eropa untuk
mengekspor/mendifusi norma perlindungan hak asasi manusia sering kali dipandang

sebagai bentuk “imperialisme regulatif” oleh negara-negara lain, yang merasa bahwa
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standar tersebut tidak sesuai dengan konteks budaya dan kebutuhan pembangunan di
negara-negara dunia ketiga maupun negara-negara Utara. Oleh karena itu, keberhasilan
jangka panjang Al Act sebagai standar global akan sangat bergantung pada kemampuan
Uni Eropa untuk membangun aliansi internasional dan memberikan dukungan teknis
nyata bagi negara-negara berkembang dalam mengimplementasikan standar tersebut.
Tanpa adanya dukungan dua hal tersebut, Al Act akan sulit untuk dapat dioperasionalkan

di luar wilayah Uni Eropa (Saiger, 2025).

Kesimpulan
Studi ini menunjukkan bahwa Al Act Uni Eropa mencerminkan potensi Uni Eropa

sebagai global digital regulator yang mampu memproyeksikan kekuatan hukumnya di
luar Eropa. Kapasitas ini tidak hanya bersumber dari kekuatan materiil pasar tunggal
Eropa yang besar, namun juga melalui konstruksi identitas strategis, di mana Uni Eropa
dipersepsikan sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan di era teknologi. Uni Eropa
memanfaatkan mekanisme “The Brussels Effect” secara de facto, di mana perusahaan
teknologi multinasional cenderung menyeragamkan operasional global untuk
disesuaikan dengan menggunakan standar Eropa untuk alasan meminimalisir biaya.
Secara de jure, negara-negara telah mulai meniru dan mengadopsi arsitektur hukum Al
Act sebagai basis regulasi nasional di negara masing-masing.

Meskipun demikian, posisi Uni Eropa sebagai regulator global menghadapi
tantangan geopolitik disebabkan adanya kebijakan Amerika Serikat di tahun 2025 yang
dinilai lebih memiliki biaya yang lebih kecil dan strategi “Al Plus” Tiongkok yang
menawarkan model tata kelola yang lebih mengutamakan kecepatan inovasi dan kontrol
negara di atas perlindungan hak individu. Persaingan antara Uni Eropa, Amerika Serikat,
dan Tiongkok ini pada akhirnya menciptakan lanskap digital yang terfragmentasi, di
mana negara-negara dunia ketiga dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan
akan kepastian hukum yang ditawarkan Al Act dan kebutuhan akan pertumbuhan
ekonomi yang didorong oleh teknologi Amerika Serikat dan Tiongkok. Mekanisme
ekspor/difusi norma Al Act di masa mendatang akan bergantung pada kemampuan Uni

Eropa untuk menjaga keseimbangan antara penegakkan regulasi dengan fleksibilitas
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inovasi sehingga Al Act bisa dijadikan standar aturan hukum baru.
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